PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI,
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM H. DAMANHURI BARABAI DAN NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28

Mengingat:

1.

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka perlu untuk melakukan penyesuaian dan pencabutan
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
yang berkenaan dengan Retribusai [jin Usaha Jasa Kontruksi,
Retribusi Pelayanan Kesehatanan di Rumah Sakit Umum H.
Damanhuri Barabai dan Retribusi Izin Pelayanan
Kesehatanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi I[jin Usaha
Jasa Kontruksi dan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri
Barabai serta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin
Pelayanan Kesehatanan Swasta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor , 144,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan  Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah
Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3
Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

(1)

(2)

DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA
KONTRUKSI, NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM H.
DAMANHURI BARABAI DAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATANAN SWASTA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2004
tentang Retribusi [jin Usaha Jasa Kontruksi ( Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2004, Nomor 04 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44), Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri
Barabai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2004
Nomor 13 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) dan Nomor 7
Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatanan Swasta
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007 Nomor
07) serta segala Peraturan yang mengatur tentang Retribusi I[jin Usaha
Jasa Kontruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
H. Damanhuri Barabai dan Retribusi Izin Pelayanan Kesehatanan
Swasta dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum H. Damanhuri
Barabai (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007
Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 53 ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada 5 April 2013

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai



pada tanggal S5 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013
NOMOR 03



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SAUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONTRUKSI,
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM H. DAMANHURI BARABAI DAN NOMOR 7 TAHUN 2007

I.

II.

TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

umum

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengisyaratkan
adanya penyesuaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur
dalam Peraturan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Undang-
Undang itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi [jin Usaha Jasa Kontruksi,
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dan Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Kesehatan Swasta dianggap tidak
sesuai dengan Undang-Undang di maksud.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang saat ini
berstatus Badan Layanan Umum Daerah Daerah dalam menetapkan
tarif Layanan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 79






